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ABSTRAK

Fasakh atau pembatalan perkawinan merupakan mekanisme hukum yang diakui
dalam Islam maupun hukum positif di Indonesia apabila perkawinan dilangsungkan
tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Pasal 22 telah mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para
pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu contoh
konkret terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor
1011/Pdt.G/2022/PA.Wno, di mana perkawinan dibatalkan karena pihak isteri
terbukti memalsukan identitas nama dan status perkawinan dengan mengaku masih
perawan, padahal secara hukum masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
Putusan tersebut tidak hanya berdampak pada keabsahan perkawinan, tetapi juga
menimbulkan konsekuensi hukum terhadap beberapa asepek salah satunya adalah
status dan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena
itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada pembatalan perkawinan akibat
pemalsuan identitas serta implikasinya terhadap status hukum anak berdasarkan
hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan studi pada putusan Pengadilan
Agama Wonosari tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian pustaka atau library
research dengan mengunakan data primer yang diperoleh dari Putusan Pengadilan
Agama Wonosari No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno dan data sekunder berupa buku,
dokumen-dokumen resmi dan karya ilmiah yang relevan dengan pendekatan
yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan yang
mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, dengan menitikberatkan
pada pada peraturan undang-undang maupun ajaran yang berasal dari nass.
Berkaitan dengan hal tersebut, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teori fasakh dan pembatalan perkawinan. Teori fasakh menjadi pisau analisis
berdasarkan Al-Qur’an, hadis, pandangan ulama’ dan Kompilasi Hukum Islam
sedangkan pembatalkan perkawinan berdasarkan pada Undang-undang No 1 Tahun
1974 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hasil penelitian ini menujukan jika ditinjau dari hukum Islam maupun hukum
positif perkawinan yang sebelumnya dilangsungkan oleh tergugat dan penggugat
sah untuk dibatalkan. Pada Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor
1011/Pdt.G/2022/PA.Wno, majelis hakim lebih menekanan bahwa perkawinan
dibatalkan oleh sebab tergugat masih secara sah menjadi istri pria lain. Adapun
terkait status hukum anak, baik hukum Islam maupun hukum positif pada dasarnya
menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun demikian, dalam hukum Islam dan
hukum positif, hubungan nasab maupun keperdataan anak juga dapat dipengaruhi
oleh unsur itikad baik orang tua dalam melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Status Hukum Anak, Hukum Islam,



ABSTRACT

Fasakh or marriage annulment is a legal mechanism recognized in Islam and
positive law in Indonesia if a marriage takes place without fulfilling the specified
conditions. Law Number 1 of 1974 Article 22 regulates that a marriage can be
annulled if the parties do not fulfill the requirements to enter into a marriage. One
concrete example is in the Wonosari Religious Court Decision Number
1011/Pdt.G/2022/PA.Wno, where the marriage was annulled because the wife was
proven to have falsified her name and marital status by claiming to be a virgin,
even though legally she was still married to another man. This decision not only
has an impact on the validity of the marriage, but also has legal consequences for
several aspects, one of which is the status and legal position of children born from
the marriage. Therefore, this research focuses on the annulment of marriages due
to identity fraud and its implications for the legal status of children based on Islamic
law and positive law in Indonesia by studying the decision of the Wonosari
Religious Court.

The type of research used is library research using primary data obtained from the
Wonosari Religious Court Decision No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno and secondary
data in the form of books, official documents and scientific works relevant to the
juridical-normative approach. The juridical-normative approach is an approach
that examines law as a norm or applicable rule, with an emphasis on statutory
regulations and teachings derived from the nass. In this regard, the theory used in
this study is the theory of fasakh and annulment of marriage. The theory of fasakh
is an analytical tool based on the Qur'an, hadith, the views of scholars and the

Compilation of Islamic Law while the annulment of marriage is based on Law No.
1 of 1974 and the Civil Code.

The results of this study indicate that, when viewed from both Islamic and positive
law, the marriage previously entered into by the defendant and plaintiff is legally
annulled. In Wonosari Religious Court Decision Number
1011/Pdt.G/2022/PA.Wno, the panel of judges emphasized that the marriage was
annulled because the defendant was still legally married to another man. Regarding
the legal status of children, both Islamic and positive law essentially emphasize that
annulment of a marriage does not apply retroactively to children born of the
marriage. However, under Islamic and positive law, the child's lineage and civil
relationship can also be influenced by the parents' good faith in entering into the
marriage.

Keywords : Marriage Annulment, Legal Status of Children, Islamic Law
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa
lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomo: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya
adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan
< Ba’ B be
< Ta’ T te
& 3a’ g es (dengan titik di
atas)
z Jim J je
; ha (dengan titik di
< Ha H bawah)
z Kha’ KH ka dan ha
3 Dal D de
3 7al 7 ze (dengan titik di
atas)
J Ra’ R er
J Zai V4 zet
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o Sin S es

o Syin SY es dan ye
- Sad S es (debna%sg ht)itik di
L Dad D de (d%r;%j:ht)itik di
1 Ta’ T te (detr)lag;g }gtik di
% 72’ z zet (dzr;gvalzlllh‘;itik di
¢ ‘Ain ‘ (koma terbalik atas)
¢ Gain G ge

- Fa’ F ef

3 Qaf Q qi

< Kaf K ka

J Lam L ‘el

a Mim M ‘em

o Nun N ‘en

3 Waw w W

-2 Ha’ H ha

s Hamzah 1 (apostrof)

S Ya’ Y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

ditulis

muta’addidah

ditulis

‘iddah




C. Ta Marbitah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

Lss Ditulis Hikmah
S Ditulis “Tllah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang a/ dan dibaca terpisah, ditulis h.
Contoh:

BRENRES ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammabh,
ditulis t atau h. Contoh: Zakah al-Fitri.

il ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
1. . Fathah ditulis a
2. S — Kasrah ditulis i
3. B AINS Dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1 fathah + alif Ditulis a
Ol ditulis Istihsan
) fathah + ya’ mati Ditulis a
sl ditulis Unsa
3 kasrah + ya’ mati Ditulis I
() i) ditulis al-‘Alwant
4 dammah + wawu mati Ditulis 0!
psle ditulis u ‘Ulim




F. Vokal Rangkap

1 fathah ya mati Ditulis ai
ah e Ditulis Gairihim
) fathah wawu mati Ditulis au
J ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

1 Al ditulis a’antum

2 Gac ditulis u’iddat

3 AiSE oY ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila bertemu huruf Qamariyyah
1 oAl ditulis al-Qur’an
2 sl ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya.

1 Al ditulis ar-Risalah
2 o Luaill ditulis an-Nisa’
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya
1 sl dal ditulis Ahl ar-Ra’yi
) 2l al ditulis Ahl as-Sunnah
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J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

a.

Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainyaNama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan,
Hidayah, Taufiq).

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya
Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

i Sl lea bl s
sl o5 aane Ul ga g Uans (b yall g el Gyl e 2Dl g a3lall 5 cpnalall oy dil 2eal)
2 Ll Gareal
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam merupakan agama yang rahmatan lil ‘alamin, salah satu wujudnya
adalah dimana perintah dan larangan serta aturan-aturan dalam Islam selalu
memperhatikan kemasalahatan bagi para pemeluknya, termasuk di dalamnya
hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan mengingat perkawinan merupakan
salah satu ibadah terpanjang yang dilaksanakan oleh umat muslim. Perkawinan
dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan dijunjung tinggi
keberlangsungannya. Islam telah mengatur berbagai aspek dan tuntunan ketika
seseorang hendak menunaikan perkawinan, seperti rukun, syarat-syarat, dan
larangan-larangannya. Dalam Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 (UU
Perkawinan) menjabarkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.!

Al-Qur’an sebagai pedoman utama umat muslim dalam
melangsungkan sebuah perkawinan telah memerintahkan kepada umatnya

untuk melangsungkan perkawinan yang termuat dalam Ar-Riim ayat 217 :

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

2 Ar-Rim (31) : 21



5390 Sy by Ll 158 oyl Sl e S 5l 01 st e

NS CIPY-ICRNC I RIESSY

dan dalam Hadis 3

Ayi@p‘@%\ss;u\&t@“\ygw\ﬂw@

tlory A sl gl ke iy J sy Al

Dari ayat dan hadis di atas jelas bahwa kaum muslimin dianjurkan
untuk menikah dikarenakan Islam mengiginkan umatnya agar hidup dalam
kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman. Selainn itu tujuan pernikahan
cakupannya menjadi lebih luas. Pertama, peningkatan ekonomi dimana
keluarga berperan sebagai tempat berlindung, menyediakan makanan, dan
jaminan  kehidupan. Kedua,  meningkatkan intelektual dan moral
(pendidikan)  yaitu = sebagai wadah menanamkan nilai-nilai, sikap,
keterampilan, pengetahuan, serta keyakinan. Ketiga, aktivasi perlindungan
yaitu sebagai pelindung dari berbagai tindakan yang negatif yang bertentangan

dengan norma kehidupan.*

3 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab Man Istathd‘a al-Bd’ah Fal-
Yatazawwaj, no. hadis 5066, Juz 7, (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H), him. 3.

“Mohammad Fauzan Ni’ami, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Riim
: 21, Jurnal Studi Agama, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni 2022), hlm. 22.



Perkawinan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral dan penting.
Perlu kehati-hatian dalam melangsungkannya termasuk dalam memperhatikan
syarat-syarat, rukun dan larangan perkawinan. Oleh karena itu sebelum
dilangsungkan perkawinan hendaknya masing-masing calon mempelai untuk
saling mengenal melalui proses yang sesuai dengan syari’at Islam, yaitu ta ‘Gruf
dengan tujuan untuk lebih memahami serta menerima kekurangan maupun
kelebihan masing-masing calon mempelai. Hal ini bertujuan utuk
meminimalisir terjadinya kesalahpahaman maupun hingga penipuan yang
dapat merugikan salah satu pihak hingga berakhir pada pembatalan perkawinan
serta perceraian.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal yang dijalankan berdasarkan tuntutan agama.’ Namun dalam
perjalanannya terkadang pernikahan dapat kandas ditengah jalan dikarenakan
berbagai apsek. Pada dasarnya perkawinan berbentuk seperti perjanjian yang
suatu waktu dapat dibatalkan.® Dalam Islam disebut dengan fasakh yang berarti
merusak atau membatalkan.” Pembatalan perkawinan adalah suatu proses
dimana suatu pernikahan dinyatakan tidak sah disebabkan salah satu pihak

maupun keduanya tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk

5 Asrorun Ni’am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga (Jakarta :
Elsaas, 2008), hlm. 3.

® M. Excellino Lintang Arjuna Putra Arielly, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya
Pemalsuan Identitas (Studi Terhadap Perkara No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg)”, Skripsi Fakultas
Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. Hlm. 2.

7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2014), him. 242.



melangsungkan pernikahan tersebut.® Hal tersebut sejalan dengan yang termuat
dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 “Perkawinan dapat dibatalkan,
apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan”.® Dengan demikian jelas bahwa terdapat regulasi yang mengatur
dalam urusan pembatalan perkawinan. Salah satu faktor penyebab terjadinya
pembatalan perkawinan dapat berupa penipuan oleh salah satu pihak. Penipuan
ini dapat berupa pemalsuan berkas identitas dan pemalsuan status sipil.

Identitas seseorang sangatlah penting bagi seseorang, karena identitas
merupakan ciri khas yang menjadi diri individu itu sendiri.'” Identitas dalam
konteks ini dapat berbentuk kepribadian diri maupun berbentuk fisik yang hal
tersebut dibutuhkan dalam administrasi bernegara dan menjadi salah satu
syarat dalam melangsungkan perkawinan yang sah sacara negara. Oleh sebab
itu kejujuran berkaitan dengan identitas sangatlah vital, kejujuran terhadap
negara maupun pasangan bahwa identitas tersebut asli sehingga dapat
memenuhi syarat pernikahan yang sah.

Di masa yang serba dinamis ini tentu semakin beragam pula perkara-
perkara yang ditangani oleh pengadilan agama. Salah satu contoh kasusnya
adalah pembatalan perkawinan karena pemasluan identitas di Pengadilan

Agama Wonosari dalam perkara No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno. Dalam

8 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum
Perdata/BW, (Jakarta: PT Hidakarya Agung Jakarta, 1981), him. 36.

9 Pasal 22

10 Mutmainnah dkk., “Analisis Konstruksi Identitas Tokoh Dalam Au Bonheur Des Ogres
Karya Daniel Pennac,” Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 19.



perkara tersebut Tergugat (isteri) memalsukan identitas nama dan juga identitas
status perkawinan. Pihak tergugat (isteri) menikah dengan menggunakan nama
palsu dan mengaku masih bertatus perwawan, namun pada faktanya pihak
tergugat (isteri) yang saat melangsungkan pernikahan dengan penggugat
(suami) pada tahun 2013 secara formal masih terikat perkawinan dengan pria
lain, walaupun sebenarnya sudah ditalak selama 3 tahun, tetapi belum resmi/
belum berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Namun setelahnya Tergugat
(isteri) mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari terhadap suami
yang  sebelumnya  dibuktikan = dengan @ Akta  Cerai  nomor
0537/AC/2014/PA.Wno, sehingga perceraiannya sah dan resmi. Bahwa setelah
Penggugat dan Tergugat menikah, telah dikaruniai seorang anak yang berada
di asuhan Penggugat dan Tergugat. Dampak dari identitas ganda tergugat
tersebut, sampai saat ini Penggugat kesulitan dalam menyatukan KK ( Kartu
Keluarga) karena adanya perbedaan identitas Tergugat yang saat nikah dengan
Penggugat, menggunakan identitas/ nama yang lain, walaupun kedua nama
tersebut adalah orang yang sama.

Dari uraian peristiwa yang telah dijabarkan sebelumnya, perkawinan
tersebut tidak sah menurut Agama Islam dan telah melanggar Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dengan memalsukan identitas, sang isteri memiliki dua
identitas yang berbeda dengan nama palsu dan mengaku masih berstatus
perawan padahal saat dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan

Tergugat telah berstatus isteri pria lain dan belum resmi bercerai secara formal.



Sehingga hakim mengadili dengan mengabulkan gugatan penggugat dengan
membatalkan peerkawinan Penggugat dan Tergugat.

Putusan perkara No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno. selain berdampak pada
status perkawinan, juga berdampak pada harta bersama maupun status dan
kedudukan hukum pada anak hasil dari perkawinan tersebut. Dalam hal
pembatalan perkawinan ini, anak menjadi korban yang paling merasakan
dampaknya. Jika kedua orangtuanya beritikad baik maka dapat menjamin
kelangsungan hidup anak tersebut, namun sebaliknya jika kedua orangtuanya
tidak memiliki ittikad yang baik maka kelangsungan hidup anak tersebut akan
terancam. Anak tidak akan mendaptakan hak-hak yang seharusnya ia dapat.
Oleh karena itu regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut sangat berperan
penting. Sementara itu dalam hal harta bersama, pembatalan perkawinan dapat
memengaruhi pada hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta
yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan sebenarnya telah diatur
dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Namun, pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan
identitas diri belum diatur secara rinci dalam kedua peraturan tersebut.

Dengan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik mengambil
judul “Pembatalan Perkawinan Dan Status Hukum Anak (Studi Putusan

Pengadilan Agama Wonosari No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka

rumusam masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1.

Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap
pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama wonosari
dalam mengadili pembatalan perkawinan (putusan no.
1011/pdt.g/2022/pa.wno)?

Bagaimana hubungan nasab dan keperdataan penggugat serta

tergugat dengan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang

dibatalkan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang

ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.

Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif
terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama
wonosari dalam mengadili pembatalan perkawinan (putusan no.

1011/pdt.g/2022/pa.wno)?

. Untuk menjelaskan hubungan nasab dan keperdataan penggugat

serta tergugat dengan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang

dibatalkan



D. Manfaat Penelitian

Kegunaan secara teoritis maupun praktis yang ingin dicapai dalam penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut :
a. Kegunaan Secara Teoritis
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dapat memperkaya
dan memperluas kajian dalam bidang Hukum Islam khususnya
mengenai pembatalan perkawinan dan status hukum anak. Juga
diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian
kedepannya dengan topik pembahasan yang sama.
b. Kegunaan Secara Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kemudahan dalam hal wawasan dan pemahaman mengenai pembatalan
perkawinan dan status hukum bagi anak yang turut terlibat. Selain itu
juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi
khususnya bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan
pembatalan perkawinan. Terkait dalam hal ini masyarakat muslim

secara umum maupun secara khusus.

E. Telaah Pustaka

Kajian pada hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama perlu untuk
dilakukan. Karena hal ini akan menjadi barometer seberapa jauh penelitian
terdahulu dilaksanakan dengan penelitian yang akan datang, serta apa yang

menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dimaksud



dalam hal ini dapat berupa skripsi, tesis, desertasi, atau karya akademik hasil
dari sebuah penelitian.!! Dari beberapa penulusuran terhadap penelitian dengan
topik kajian yang sama, kajian mengenai pembatalan perkawinan dan status
hukum anak telah banyak dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut
terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan
topik yang sedang peneliti angkat baik berbentuk jurnal, skripsi maupun tesis.
Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi tahun 2024 yang ditulis M. Excellino Lintang Arjuna
Putra Arielly dengan judul ‘“Pembatalan Perkawinan Karena Adanya
Pemalsuan Identitas (Studi Terhadap Perkara No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg)”.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library
research). Skripsi ini meneliti mengenai pembatalan perkawinan karena
pemalsuan identitas dalam perkara No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg dianalisis
dari sudut pandang yuridis normatif terhadap dampak perkawinan yang
dibatalkan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara analisis yuridis
peneliti mengaskan bahwa pentingnya landasan hukum dalam menangani
perkara pembatalan perkawinan. Penggugat dan putusan Majelis Hakim
dianggap telah sesuai pada jalannya dengan berpijak pada berbagai aspek
hukum di Indonesia yang relevan dengan kasus ini. Sedangkan dari prespektif

normatif/hukum Islam langkah hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama

' Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga, 2021). hlm.8.
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Subang telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan
keadilan, Keabsahan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.'?

Kedua, skripsi tahun 2022 yang disusun oleh Nadya Alvina Azzahra
dengan judul “Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas
Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)”. Skripsi ini
meneliti mengenai tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang
pemalsuan berkas yang di gunakan untuk melangsungkan pernikahan. Hasil
penelitian menjelaskan bahwa hukum Islam dan hukum positif berpandangan
bahwa perkawinan tersebut tidak sah secara syari’at Islam maupun hukum
positif yang berlaku berkaitan dengan perkawinan disebabkan karena kedua
memberikan berkas palsu kepada pihak KUA terkait sehingga merasa teelah
dibohongi. '*

Ketiga, skripsi tahun 2023 yang ditulis oleh Fernanda Arif Syahputra
dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan
Akibat  Pemalsuan  Identitas  Diri  (Analisis  Putusan = Hakim
No.1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.). Skripsi ini meneliti mengenai duduk perkara
yang termuat dalam putusan selain itu dalam skripsi ini juga meneliti mengenai

dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan

12 M. Excellino Lintang Arjuna Putra Arielly, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya
Pemalsuan Identitas (Studi Terhadap Perkara No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg)”, Skripsi Fakultas
Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

13 Nadya Alvina Azzahra, “Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas
Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2022.
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dalam putusan tersebut. Dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan terjadi
disebabkan karena sang suami (Termohon/Tergugat I) memalsukan status
kewarganegaraanya yang mengaku sebagai Warga Negara Indonesia, namun
pada kenyataanya berstatus Warga Negara Asing asal Bangladesh. Sedangkan
sang istri (Termohon/Tergugat 1) mengaku masih berstatus sebagai perawan,
namun setelah dibuktikan telah berstatus janda cerai. Selanjutnya peneliti
membahas bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara
No.1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan
tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan seperti halnya Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9, dalam putusan
ini Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 40 huruf (a) dimana dijabarkan
mengenai pelarangan melaksanakan pernikahan jika seorang wanita tersebut
masih dalam status pernikahan dengan laki-laki lain.'*

Keempat, skripsi tahun 2022 yang ditulis oleh Elfi Windi Yani dengan
judul “Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu untuk
Tinjauan Poliandri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor:
980/Pdt.G/PA.Rbg)”. Skripsi ini meneliti berkaitan dengan pertimbangan
Pengadilan Agama Rembang dalam putusan Nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg
tentang pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk

tujuan poliandri selain itu juga berkaitan dengan analisis hukum formil dan

14 Fernanda Arif Syahputra, “Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pembatalan Perkawinan
Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No.1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)” Skripsi
Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
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hukum materiil putusan tersebut. Dalam penelitian ini dijelaksan bahwa
majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum identitas palsu, Pasal 27
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal
72 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu
adanya salah sangka mengenai diri istri karena telah menggunakan identitas
orang lain untuk mendaftarkan perkawinannya serta dasar pertimbangan hakim
berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan. Selanjtnya
berdasarkan hukum formil, permohonan pembatalan perkawinan pada putusan
tersebut sudah sesuai karena memenuhi aspek-aspek yang telah ditentukan juga
telah memenuhi formulasi isi gugatan/permohonan. Sedangkan berdasarkan
hukum materiil, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor
980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan berdasarkan hukum
positif dan hukum islam menurut penulis telah sesuai karena adanya unsur
pemalsuan dokumen saat perkawinan berlangsung. '°

Kelima, artikel jurnal yang disusun pada tahun 2023 oleh Melya Putri
Joyent, Irfan Kuncoro, Nur Ulfah Insyani, dan Seno Aji Pangestu yang berjudul
“Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas”. Dalam
artikel ini mengkaji pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dari
segi yuridis mencakup proses hukum yang dilakukan dan pertimbangan hakim
terkait pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Dari artikel

tersebut dijabarkan bahwa proses hukum yang ditempuh dalam kasus

15 Efi Windi Yani, “Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu untuk
Tinjauan Poliandri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor980/Pdt.G/PA.Rbg)”,
Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022.
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pemalsuan identitas dalam pernikahan merupakan elemen krusial dalam sistem
hukum, karena berfungsi untuk menjamin legalitas dan keberlakuan suatu
pernikahan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu
yang terlibat. Tindakan pemalsuan identitas dalam konteks pernikahan
merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan dampak
hukum yang serius. Pertimbangan hakim adalah aspek penting dalam sistem
peradilan yang adil dan berkeadilan. Dalam melakukan pertimbangan, hakim
harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya sesuai dengan hukum yang
berlaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor etis, moral, dan

keadilan.'6

F. Kerangka Teoritik

Kerangka konseptual berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini,
guna membedah dan mengkaji persoalan mengenai proses pembatalan
perkawinan dan status hukum anak studi putusan Pengadilan Agama Wonosari
No. 1011/Pdt.g/2022/Pa.wno. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai
berikut :
1. Teori Fasakh

Pembatalan perkawinan atau dapat disebut fasakh, merupakan kata

yang berasal dari bahasa Arab yaitu fa-sa-kha yang berarti membatalkan'’,

16 Melya Putri Joyent dkk., “Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan
Identitas,” Jurnal IKAMAKUM, Vol. 3, No. 1, Juli 2023, him 82.

17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.
190.
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dapat juga berarti menghapuskan atau mencabut,'® membatalkan akad
nikah dan memutuskan hubungan yang telah terjalin diantara suami dan
isteri.!” Dalam kamus Bahasa Arab kata (z-) yang bermakna batal atau
rusak.?’ Jika dalam konteks perkawinan maka Fasakh dapat diartikan
sebagai pembatalan perkawinan. Dengan istilah tersebut dapat difahami
fasakh yang dimaksud adalah rusak dan batalnya sebuah ikatan
perkawinan yang telah diikat dan dijanjikan dalam akad pernikahan antara
suami dengan istri.?!

Pada asalnya fasakh hukumnya adalah diperbolehkan, tidak
dianjurkan maupun tidak dilarang, fasakh dijatuhi hukum mubah.??> Dalam
fasakh salah satu pihak suami maupun istri merasa dirugikan dan tidak
terpenuhinya hak-hak maupun kewajiban oleh salah satu pihak. Disisi lain
fasakh juga merupakan suatu kerusakan atau cacat tidak sesuai syariat
Islam dalam hal akad perkawinan, dengan demikian perkawian tersebut
dikategorikan fasakh meskipun juga salah satu pihak suami atau istri tidak

merasa dirugikan. Fasakh dalam Islam tidaklah tanpa landasan, Allah

'8 Kamal Muchtar, Asas — Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan, (Jakarta : Bulan

Bintang, 1993), hlm. 212.

101.

244.

19 Sayyid Sabiq, Figih As-Sunnah, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), hlm. 268.

20 Glosbe, “ &4, https://id.glosbe.com/ar/id, akses pada 11 Juni 2025.

21 Arif Jamaluddin Afif, Hukum Keluarga, (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), hlm.

22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), h.
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SWT tidak mengiginkan terjadinya keadaan perkawinan yang di dalamnya
penuh kemudharatan, sedari awal perkawinan tersebut cacat hukum
maupun jika dilanjutkan maka akan memperkeruh dan memperburuk
rumah tangga tersebut. Adapun dasar hukum Islam dalam fasakh adalah

sebagai berikut :
B gl Gy xSl el s s L) =il sl
Nt oo s s ity iy Vo] ) 2 S Ny 3y ne
o S I3 ey STl v [y S50, V5l eyl i

Ple st Al ol plely all pisly 4y Sany 18, )

Selain surat al-Baqarah ayat 231, yang menjadi landasan fasakh

terkhusus dalam perkara ini Adalah :

L Sy Sk SO P CUW FES (R PR TRV BERES W
e et L i € et Sa Vs ol SIs )
L 8l sy et a5 L Sl i Ny sy 3 o) 2 50

LS Lo o8 A o)

23 Al-Baqarah (2) : 231.

24 An-Nisa’ (4) : 24.
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Sabda Rasullullah SAW :

PN e

Imam asy-Syafi‘T mendefinisikan fasakh secara terminologi,
menurut beliau fasakh adalah semua pemutusan hubungan atau ikatan
seorang suami dan seorang isteri yang dalam hal pemutusan tersebut tidak
disertai thalak, baik berupa thalak satu, dua, maupun thalak tiga.?
Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia fasakh adalah
pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan
dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan
agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum
pernikahan.?’

Berdasarkan penjabaran sebelumnya dapat disimpulkan bahwa
fasakh adalah pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh pihak
berwenang (pengadilan agama) atas permohonan oleh pihak-pihak yang
berhak mengajukan fasakh, yang disebabkan oleh adanya alasan-alasan
yang sah menurut hukum Islam maupun undang-undnag yang berlaku di

Indonesia dan dalam pemutusan tersebut tidak disertai falag satu, dua,

25 Ibn M3jah, Muhammad ibn Yazid. Sunan Ibn Mdjah. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 2, hlm.
784, hadis no. 2340.

26 Imam Syafie, Ringkasan Kitab Al Umm, cet. 3, jilid 2 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007),

hlm. 48.

27 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Fasakh”, https:/kbbi.web.id/fasakh, akses pada 11 Juni

2025.
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maupun tiga. Fasakh memiliki kedudukan sendiri dan tidak dapat
disamakan dengan talak. Adapun salah satu perbedaanya adalah setiap
talak memiliki hak untuk rujuk. Namun sebaliknya fasakh tidak memiliki
hak rujuk. Hal ini dikarenakan faktor penyebab terjadinya fasakh, dapat
dikarenakan adanya suatu penipuan maupun tidak terpenuhinya rukun dan
syarat perkawinan secara sah agama maupun negara. Melihat kondisi
tersebut maka fasakh atau pembatalan perkawinan harus segera dilakukan
untuk mengakhiri perkawinan tersebut. 28 Banyak faktor yang meyebabkan
fasakh, dalam pandangan empat imam madzhab yang telah dijabarkan oleh
Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya al-Figh al-Islami wa Adillatuh bahwa
terjadinya perkawinan fasakh dapat dikategorikan menjadi beberapa
kelompok berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu
sebagai berikut ini :*°
a. Imam asy-Syafi‘l
Menurut ulama Mazhab asy-Syafi‘l, fasakh merupakan
berakhirnya ikatan perkawinan yang diputuskan oleh hakim agama atas
permohonan salah satu pihak, apabila ditemukan adanya cacat atau aib
pada pihak lainnya, atau apabila salah satu pihak merasa dirugikan

karena adanya unsur penipuan terkait keadaan tertentu yang tidak

6869.

28 Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 141.

29 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hIm. 6866-
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diketahui sebelum akad perkawinan dilangsungkan.*® Imam asy-Syafi‘1
menggolongkan faktor penyebab fasakh menjadi 17 jenis. Hal ini
menjadikan Imam asy-Syafi‘T ulama’ yang paling longgar dan fleksibel
dibandingkan dengan ulama’ madhzab lain dalam bahasan fasakh.
Adapaun faktor-faktor yang digunakan dalam penilitian ini
merupakan faktor yang memilki irisan dan korelasi dengan topik
penelitian, yaitu sebagai berikut :
1. Pisah karena salah satu suami atau istri murtad,
2. Menikahi dua orang tersebut masih dalam keadaan bersaudara atau
menikahi lebih dari empat wanita,
3. Jika suami atau istri memiliki orang lain, karena seorang istri
diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang jelas,
4. Karena menikahi sudara sesusuan yang lebih dari lima kali susuan.
b. Imam Hanafi
Dibandingkan dengan ulama’-ulama’ madzhab lain, madzhab
Hanafi lebih terbatas dalam perihal penyebab diperbolehkannya fasakh.
Imam Hanafi membatasi alasan fasakh pada beberapa keadaan tertentu,
meliputi :
1. Istri yang kembali sebagai seorang yang kafir,setelah memeluk
agama Islam atau setelah suaminya mengajak memeluk Islam.

Ataupun sebaliknya suami kembali menjadi seorang yang kafir.

30 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya
Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia), (Alauddin University Press, 2021).
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Dengan kata lain dalam poin ini adalah istri atau suami yang
murtad. Dengan begitu jika salah satu berpindah akidah maka
terjadi fasakh pernikahannya.

2. Orang yang memiliki dua status kewarganegaraan secara hakikat
dan hukum, contohnya adalah apabila salah satu dari suami istri
pergi ke negara Islam dan ia muslim sedangkan pasangan yang
lainnya ditinggalkan di negara yang sedang perang/negara orang
kafir dan keadaannya kafir.

3. Belum balighnya salah satu pasangan istri maupun suami, yang
dalam hal ini keputusan berada dalam tangan hakim.

4. Seorang hamba/budak yang merdeka, seorang budak yang merdeka
sedangkan suaminya masih menjadi budak, maka baginya
diberikan dua pilihan apakah 1ia ingin mempertahankan
perkawinannya atau tidak.

5. Belum cukupnya atau masih kurangnya mas kawin yang sang
suami sudah sanggup dan diberikan oleh suami kepada istrinya.

c. Imam Maliki
Dalam pandangan Imam Maliki, perkawinan siri merupakan
perkawinan yang dapat dikategorikan dalam perkawinan fasakh karena
perkawinan tersebut dilangsungkan secara tersembunyi atau
dirahasiakan. Perkawinan sirri dianggap perkawinan fasakh karena oleh

Imam Malik perkawinan sirri tidak dalam prosesnya tidak dilibatkan

wali dari pihak wanita sehingga dapat menimbulkan kerugian pihak
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wanita dalam beberapa hal. Adapun faktor lain yang termasuk fasakh

menurut Imam Malik adalah sebagai berikut :

1. Akad pernikahan yang tidak sah, seperti menikahi saudara kandung
atau dengan yang diharamkan lainnya termasuk di dalamnya
menikahi istri orang lain.3!

2. Menikahi orang yang wajib untuk dihormati karena ada sebuah
ikatan kekerabatan yang terjalin akibat sebuah perwkawinan.

3. Dikarenakan saling mengutuk dalam sebuak perkawinan, karena
seharusnya dalam perkawinan wajib untuk saling menghormati
selamanya.

4. Suami atau istri kembali kafir setelah memeluk agama Islam atau
murtad. Dengan demikian maka akad perkawinan putus secara
langsung dan perkawinan tersebut rusak.

d. Imam Hambali
Pandangan madzhab Hambali terhadap fasakh perkawinan lebih
menekankan pada aspek-aspek untuk meminimalisir adanya bahaya
yang ditimbulkan jika perkawinan tersebut dipertahankan. Sehingga
fasakh dalam madzhab Hambali merupakan suatu mekanisme hukum
untuk mengakhiri perkawinan yang menimbulkan bahaya.
1. Suami menceraikan istri atau meninggalkannya tanpa ada

kejelasan dengan kata-kata cerai atau tanpa ada niat untuk

31 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 6866-
6867.
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menceraikan. Jika suami meninggalkan istri dalam jangka waktu
yang lama maka dapat menimbulkan kewajiban sebagai suami dan
hak-hak istri tidak terpenuhi, sehingga istri dapat mengajukan
fasakh untuk melepaskan ikatan perkawinan.

2. Murtad oleh salah satu istri atau suami. Dalam pendapat ini Imam
Hambali memiliki kesamaan dengan Imam yang lain dan terutama
Imam Hanafi.

3. Terdapat penyakit gila, ayan atau cacat yang dimiliki istri atau
sebaliknya cacat yang dimilki oleh suami. Dalam hal ini yang
memutuskan perkawinan tersebut fasakh adalah hakim.

4. Pekawinan beda agama, menikahi orang yang memilki agama
berbeda akan merusak akad dalam perkawinan sama halnya dengan
murtad dari salah satu mempelai.

5. Dikarenakan suami bersumpah untuk tidak memberikan nafkah
batin kepada istrinya. Dan jika lebih dari empat bulan dan tidak
menceraikan istrinya ketika hakim memutuskan untuk bercerai.

6. Dikarenakan diantara suami dan istri saling mengutuk satu sama
lain.

Imam al-Gazalt juga mengemukakan penyebab suatu perkawinan
dianggap fasakh, digolongkan menjadi empat yaitu :*2

1. Faktor aib/kecacatan

32 Abu Hamid al-Ghazali, al-Wasit fii al-Mazhab, Juz’ 5, (Mesir: Dar al-Salam, 1997), hlm.
158.
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2. Faktor penipuan
3. Faktor terbebas dari perbudakan
4. Faktor impoten
Berkaitan dengan perkara pemalsuan berkas yang termasuk dalam
faktor penipuan, secara eksplisit juga ditekankan dalam hadis yang

menyinggung sumpah palsu, sebagai berikut :

AR S, Seal W ey el o o) B JB5 S6 ol o
LSeie 98Ty W g pie g allly 231 e 5 Jory b Jo L3

s S5 s Loy asteay Wy 5l g5, W) Jlas b

B S L

Teori fasakh merupakan kajian teori yang menjadi pijakan dimasa
modern ini dalam pengambilan keputusan terkait pembatalan perkawinan
agar tetap sesuai dengan koridor syari’at Islam. Kajian teori fasakh
berperan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini dalam hal ini adalah
pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh salah satu

mempelai dan status hukum pada anak yang ditinggalkan.

33 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Adab, Bab Qawl az-Zir, no. hadis 5976, (Beirut:
Dar Tawq al-Najah, 1422 H).
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2. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan di Indonesia merupakan sesuatu yang
tidak dapat dianggap remeh dan dilakukan dengan sembarangan. Perlu
adanya ketentuan yang pasti yang menjadi tolak ukur masyarakat ketika
akan mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini peran negara
mempercayakan pengadilan agama sebagai pihak yang berwenang
memutus perkara pembatalan perkawinan agar berjalan dengan
semestinya, tidak hanya sesuai syari’at Islam saja namun juga sesuai
dengan hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah
undang-undang yang mengatur mengenai perihal pembatalan perkawinan.

Salah satu undang-undang yang mengatur regulasi terkait
pembatalan perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan. Dalam UU tersebut pada pasal 22 disebutkan bahwa
“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan”.>* Begitupun juga diatur dalam
pasal 24 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974,

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah

satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya

perkawinan dapat ngajukan pembatalan perkawinan yang baru

dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4

Undang-undang ini.*

3% Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

3% Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4.
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Hal ini membuktikan bahwa pembatalan perkawinan diakui dan

diatur oleh negara dengan syarat-syarat sah pembatalan perkawinan yang

telah ditentukan. Adapun syarat-syarat sah pembatalan perkawinan yang

dijelaskan UU Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam pasal 26 dan 27 yang

berunyi sebagai berikut :3°

Pasal 26

. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat

perkawinan yang tidak berwenang,

. Perkawinan dilangsungkan dihadapan wali-nikah yang tidak sah

atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis
keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami
atau isteri.

Pasal 27

. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan

pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di
bawah ancaman yang melanggar hukum.

. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu

menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak
mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan
pembatalan, maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata sebagai berikut : 3’

Pasal 85

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim.”

36 Ihid.

37 Pasal 85 dan Pasal 86.
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Pasal 86

Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan
Pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan
sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami istri itu, oleh
suami istri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas,
oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya
perkawinan itu, dan, oleh Kejaksaan. Bila batalnya perkawinan
yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus
diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu.

Pada pasal 86 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila
bertentangan dengan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
mengatur berkaitan dengan larangan untuk menikahi seseorang yang
masih terikat perkawinan secara sah. Adapun bunyi pasal 27 tersebut
adalah sebagai berikut :*8

Pasal 27
Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat
perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang
perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 menyebutkan
bahwa pernikahan dapat dibatalkan oleh beberapa faktor diantaranya
adalah sebagai berikut : *°

1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi

isteri pria lain yang mafqud.

38 pasal 27

3 Pasal 71
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3. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;

4. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali
yang tidak berhak;

5. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pembatalan perkawinan pada perkara No.
1011/Pdt.G/2022/PA.Wno, salah satu faktor penyebabnya adalah
pemalsuan berkas oleh pihak mempelai wanita. Tentunya hal ini dapat
menimbulkan implikasi hukum positif atau lebih tepatnya hukum pidana.
Pemalsuan berkas sangat merugikan bagi per-orangan, kelompok maupun
instansi. Barangsiapa yang melakukan tindak pidana pemalsuan berkas
atau dokumen maka dapat terkena pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : *°

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat atau
dokumen dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan

surat, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

40 Pasal 263 ayat (1).
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2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja
memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dengan adanya hukum positif di Indonesia yang terdiri dari unsur-
unsur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana dapat membantu menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, yang
berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh

salah satu mempelai dan status hukum pada anak yang ditinggalkan.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan maka
diperlukan metode penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur yang
digunakan peneliti dalam pengumpulan data guna menemukan jalan keluar
dalam sebuah masalah dan sebagai penghubung metode dengan data yang
menghasilkan hasil akhir sesuai standar ilmiah.*! Dalam penelitian ini metode
yang peneliti tempuh adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini
merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu suatu studi yang

digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dari dokumen, buku,

41 Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif,
Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” Jurnal
Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 2897.
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kisah kisah sejarah dan berbagai sumber lainnya.*? Jenis penelitian ini
digunakan untuk mendeskripsikan terhadap dokumen putusan pada
Nomor 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno. Penelitian ini juga menggunakan (field
research) atau penelitian lapangan guna mendukung dan memperkuat data
penelitian pustaka.*
Sifat Penelitian

Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif-analitik, yaitu
mendeskripsikan atau memberi penjelasan terhadap objek yang akan
diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan, kemudian
dibuatlah kesimpulan yang berlaku untuk umum.** Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode yang dilakukan
dengan mendeskripsikan fakta-fakta, kemudian disusul dengan analisis.
Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan
suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.*® Sedangkan normatif adalah yang menjadi

pedoman dalam mengkaji, dalam hal ini yang diadasarkan pada hukum dan

42 Dimas Assyakurrohim dkk, “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal

Pendidikan Sains dan Komputer, Volume 3 No. 1 (Palembang: Februari, 2023), hlm. 2.

4 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

105.

4 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

45 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja, 2003), him. 32.



29

ajaran yang berasal dari nass.*® Dalam hal ini yuridis mengkaji pembatalan
perkawinan dan status hukum anak ditinjau dari hukum Islam dan hukum
positif di Indonesia.
4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian
ini terbagi menjadi dua spesifikasi yaitu sumber primer (utama) dan
sumber sekunder (tambahan). Gabungan dari sumber-sumber tersebut
yang menjadi landasan penulis dalam menyusun penelitian ini, definisi
masing-masing sumber sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer merupakan data asli dan sumber utama yang
dihimpun secara langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dari
informan maupun responden yang terkait dengan variabel
penelitian.*’ Dalam penelitian ini data primer adalah Putusan
Pengadilan Agama Wonosari Nomor.1011/Pdt.G/2022/PA.Wno dan
wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari sebagai
sumber utama informasi dalam penelitian ini.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang

46 Arif Shaifudin, “Memkanai Islam Dengan Pendekatan Normatif,” El-Wasathiya : Jurnal
Studi Agama, Vol. 5, No. 1 (Juni 2017).

47 Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer,
Sekunder, Dan Tersier,” Jurnal Edu Research, Vol. 5, No. 3 (September 2024), hlm.112.
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dilaksanakan yaitu berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan
status hukum anak. Data sekunder dapat berbentuk seperti, buku,
jurnal akademis, artikel, data statistik pemerintah dan lain sebagainya.
Data ini sebagai pendukung dari data primer yang tidak dikumpulkan
langsung oleh peneliti.*®
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data tidak hanya sekadar menghimpun informasi,
melainkan juga harus dipastikan bahwa data yang diperoleh dapat
dipertanggungjawabkan karena akan berpengaruh terhadap kredibilitas
suatu penelitian.** Oleh sebab itu dibutuhkan teknik pengumpulan data
yang sesuai dengan kegunaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, karena penelitian
ini berjenis kualitatif.
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan
adanya interaksi anatara penliti dan responden, interaksi yang
dimaksud adalah adanya tanya jawab secara langsung maupun dengan
perantara atau tidak secara langsung.’°Teknik ini memudahkan

peneliti dalam memahami prespektif, emosi, pengalaman, atau opini

“8 Ibid, him.113.

4 Siti Romdona dkk., “Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara Dan Kuisoner,”
JISOSEPOL : Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik, Vol. 3, No. 1 (Jnuari 2025), hlm. 42.

50 Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, Metode Penelitian, cet. ke-1 (Purbalinga : Penerbit
Cv.Eureka Media Aksara, 2023), him 292.
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secara lebih detail.’! Teknik wawancara yang digunakan adalah
wawancara terstruktur, dimana pertanyaan sudah terlebih dahulu
disusun. Peneliti menjadikan pertanyaan tersebut sebagai pedoman
dalam wawancara dengan sedikit atau tanpa improvisasi.’> Dalam
penelitian ini melibatkan dua responden yang diwawancarai. Masing-
masing responden adalah seorang Hakim Pengadilan Agama
Wonosari dan seorang Kepala Kantor Urusan Agama Serpong.
b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif
dengan melihat dan menganalisis sumber-sumber data tertulis.
Sumber-sumber data tertulis dapat berupa surat, dokumen resmi,
laporan, atau catatan yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti
guna mendukung penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti.
Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai dasar
dalam menganalisis data primer, yaitu pada putusan Pengadilan
Agama Wonosari Nomor 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno. Selain itu, studi
kepustakaan diambil dari berbagai macam referensi untuk dapat
menganalisis data primer dari perspektif hukum positif dan hukum

Islam.

St Ibid, him. 43.

52 Fathor Rasyid, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Kediri: IAIN Kediri
Press, 2022), hlm. 74.
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6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif dengan metode deduktif. Metode deduktif merupakan
pendekatan pemikiran yang bermula dari hal yang bersifat umum dan
berakhir pada kesimpulan yang bersifat spesifik atau khusus.*® Teknik
yang digunakan dalam analisis data adalah dengan menjabarkan data-data
yang telah dihimpun oleh peneliti, baik berupa data primer sebagai data
utama maupun data sekunder sebagai data pendukung dalam
melaksanakan penelitian terkait pembatalan perkawinan dan status hukum

anak.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini gambaran secara umum

serta untuk mempermudah dalam pembahasan, penyusun mencoba menyajikan

data secara sistematis dan terarah. Adapun sistematika pembahasan adalah

sebagai berikut :

Bab Pertama, pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan bahwa pembatalan

perkawinan penting untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian

terdahulu. Kerangka teori membahas berkaitan dengan fasakh dan pembatalan

perkawinan. Metode penelitian yang memiliki poin-poin pembahasan seperti,

53 Marnis Wanji dkk, “Penerapan Metode Deduktif dan Induktif dalam Manajemen”,

Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam. Vol. 3, No. 2, (Tahun 2025), hlm 241.
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jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, serta analisis data. Sistematika pembahasan menjelaskan
mengenai sistem bahasan yang digunakan dalam penelitian ini agar terstruktur
dan terarah.

Bab Kedua, pada bab kedua ini menjelaskan mengenai tinjauan umum
yang berisi penjabaran tentang status hukum dari anak sah, anak luar
perkawinan, anak fasid/anak akibat pembatalan perkawinan dan anak syubhat
(meliputi pengertian dan dasar hukumnya) berdasarkan tinjauan hukum Islam
dan hukum positif.

Bab Ketiga, bab ini berisi tentang penjabaran data penelitian terkait
sejarah, visi misi, tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari,
struktur,  organisasi dan  deskripsi mengenai putusan  Nomor
.1011/Pdt.G/2022/PA.Wno., mendeskripsikan terjadinya pemalsuan identitas
perkawinan di KUA Serpong dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Wonosari dalam memutus perkara tersebut.

Bab Keempat, dalam bab keempat berisi mengenai analisis terhadap
objek yang diteliti dan membahas mengenai status hukum pada anak dampak
dari pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor .1011/Pdt.G/2022/PA.Wno
ditinjau dari prespektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian ini, di dalamnya
berisi kesimpulan dari inti permasalahan yang diteliti serta saran-saran untuk

pihak yang terlibat, saran dalam hal substansi maupun teknik dari penelitian
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ini. Selanjutnya dalam bab ini terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran

penelitian.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan secara komprehensif pada bab-bab

sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari

penelitian ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh penggugat dan tergugat telah
memenuhi syarat sah untuk fasakh. Mengingat dalam perkawinan
tersebut terdapat unsur penipuan dalam bentuk pemalsuan berkas dan
identitas. Saat akad dilangsungkan tergugat mengaku berstatus perawan
namun pada faktanya tergugat masih secara sah menjadi istri pria lain.
Dengan adanya dua unsur tersebut, maka telah memenuhi syarat untuk
fasakh jika ditinjau dari prespektif hukum Islam. Seperti yang telah di
jabarkan dalam AL-Qur’an, Hadis, Pandangan Ulama’ dan Kompilasi
Hukum Islam. Memiliki kesamaan pandangan dengan hukum Islam,
sehingga secara hukum positif perkawinan yang dilangsungkan oleh
penggugat dan tergugat tidak sah. Perkawinan tersebut batal demi
hukum sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan
KUHPerdata.

Perspektif hukum Islam perkawinan antara penggugat dan tergugat
dalam Putusan No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno mengandung cacat

esensial pada rukun akad karena adanya unsur larangan syar‘i yang

79



diketahui dan disengaja oleh tergugat, sehingga akad tersebut berstatus
batil bagi tergugat dan fasid bagi penggugat. Akibatnya, bagi pihak
tergugat akad tersebut tidak menimbulkan implikasi hukum apa pun,
sedangkan bagi penggugat yang beritikad baik dan tidak mengetahui
status perkawinan tergugat, akad fasid tersebut tetap dapat melahirkan
akibat hukum tertentu. Dengan demikian nasab anak hasil perkawinan
tersebut tetap dapat disambungkan kepada penggugat sebagai ayahnya,
karena tidak terdapat unsur kesengajaan, pengetahuan, maupun
pelanggaran hukum dari pihak penggugat dalam pelangsungan akad
perkawinan tersebut.

. Hukum positif Indonesia menegaskan status anak sebagai anak sah
meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan, Namun, jika dikaji
lebih mendalam hubungan keperdataan anak tetap memperhatikan
unsur itikad baik dari orang tuanya. Penggugat selaku ayah terbukti
memiliki itikad baik karena tidak mengetahui adanya pemalsuan
identitas dan status perkawinan tergugat yang masih menjadi istri orang
lain, sedangkan tergugat selaku ibu memiliki itikad buruk dengan
sengaja memalsukan identitas diri untuk melangsungkan perkawinan
dengan penggugat. Oleh karena itu, hubungan keperdataan anak tetap
melekat dan diakui terhadap penggugat atau ayah sebagai pihak yang
beritikad baik. Dan sebaliknya tidak terdapat hubungan keperdataan
anak dengan pihak tergugat karena memiliki itikad buruk saat

melangsungkan perkawinan.



B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah di dalami oleh penulis, terdapat
beberapa saran dari penulis untuk pihak-pihak yang berkaitan :

1. Pihak-pihak yang berkaitan dengan pencatatan data kependudukan
maupun yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, sebaiknya lebih
teliti dan jeli dalam mengoreksi dokumen kependudukan yang vital
terkhusus dalam hal ini dokumen yang akan digunakan sebagai syarat
sebuah perkawinan. Mengingat hal ini bertujuan untuk meminimalisir

terjadinya penyelewengan dokumen maupun pemalsuan dokumen.
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